
PERSPEKTIF PRAGMATIK, LlNGKUNGAN DAN SOSIAL 
DALAM LAPORAN KEUANGAN: 

P~ningkatan K~gunaan dan P~rtanggungjawaban 

Kumalahadi' 

Laporan keuangan selama ini d#im sebagai /aporan Wleuk pen.gambiLm keputu.san dan 
percanggungjawaban. Peran laporan keuangan unwk pengambilan keputusan didasarkan pada 
informacion usefulness. Untuk meningkatkan usefulness informasi do/am laporan keuangan 
Jiperlui<.an informasi forward looking dan informasi nonfinnnsiai. Sedangkan peran iapuran keuangan 
uncuk pertanggungjawaban sudah lama diketahu;. Tetapi seiring dengan peTkembangan keceTdasan 
rr.as:varakae, tuntwan masyarakat kepada perusahaan juga semakin banyak. T anggung jawab 
perusahaan terhadap lingkungan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, periu secura serius 
di atur dalam standor akuntansi, sehingga isu lingkungdn dimasukkan dalam laporan keuangan dalam . 
bentuk di accrued maupun Jalam bentuk Disclosure. Sedangkan format kAusus diperlukan untuk 
laporan pertanggungjawaban ;;osia/. Hal ini didasar!<an pada isu survival; yaitu keberadaan 
per..sahaan haru5 sCSwU dengan keheT'dtrk mas)'araka~ dan mendapackan /e,rjtima.'i dari mereb. 
Oi sampillg ieu, .,-r,a:;'Iura~at pe,lu dilibalkun dulcm hl1 yang me'l'langkw rW5ib Hdupn Ye'. ~ 

PENDAHULUAN 

!...3.poran keu::ll1g:lr. 5cl?n:a ini terus dis~r.lplJll1.abr., tctap; 

hasilnya nampak sangat lamb8t. Sementara pengembangan akumansi 

telah berkembang secara parsial. Akuntansi keuang8n nampak sebagai 

bidang rersendiri yang paling lalilbat. Hal ini bisa dipahami, kerena 

akunwn~l keuangan langsul16 berhuourgan dengan rrahik \'an~ sarar 
dengan kepemingan. Sedangkan akuntansi lingkungan dan akumansi 
~osial berjalan sendiri seakan-akan sebagai disiplin tersendiri, bahkan 

ingin memasukkan akumansi keuzngzn sebzgCli bagiannya. Paper ini 
r.lembahas mengenai (l) perpektif pragmatik laporaD keu2n6an, yaitu 

upaya unt'Jk meningkatka.'1 kegun38n laporan keuangan umuk pertanggung­

jawaban dan pengambilan ke.purusan ekonomi, (2) perspektif lingkungan. 

yiCitu upaya untuk meningkatkan kegunaan lalXlran keuanng2n unruk 

~rtang"aungjawaban dan rengambilan kepucusar, yant; berhubllng<'n dengan 
isu lingkungan, dan (3) perspektif sosiai; yaitu upaya untuk menmgkatkan 
lalXlran keuangan untuk pertang"oungjawaban sosial. 

PERSPEKTIF PRAGMA 11K 

Laporan keuangan menurut SFAC no. 1 digunakan untuk 

pertanggungjawaban dan uncuk pengambilan keputusan. Sedangkan 

, adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta yang saat ini sedang 
menyelesaikan S3 di Program Pascasarjana UGM 
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SFAC No, 2 mensyaratkan laporan keuangan harus memenuhi kualitas 
usefulness. Untuk memenuhi kualitas usefulness tersebut diperlukan 
banyak informasi sesuai dengan kebutuhan user, sehingga diterbitkan 
SFAC No.5 yang mencakup laporan keuangan dan pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan selama ini telah menerima ban yak kritik. 
T etapi ternyata dalam praktik, laporan keuangan hanya berubah 
sedikit. Dasar historical cost dan alokasi masih dianggap paling praktis 
Banyak kritik yang menunjukkan bahwa metode akuntansi yang 
berbeda-beda menghasilkan angka akuntansi yang berbeda. Namun 
dari hasil penelitiannya Foster (1986: 152-153) menunjukkan bahwa 

perbedaan angka akuntansi hasil metode akuntansi yang berbeda secara 
statistik tidak signifikan. Artinya perbedaan angka akuntansi akibat 
perbedaan metode akuntansi, masih memiliki interpretasi yang sar,la.. 
Di samping itu alokasi walaupun mcndapat ban yak kritik, tetapi malah 
berfungsi sebagai smoothing, sehingga angka aku~tansi lebih mudah 
digunakan untuk menggambarkan trend. Akibatnya daya prediksi 
akuntansi menjadi lebin baik. 

l\anlUn user tndsih saja lidak rueS tel h;\dap informasi laporan 

ktU3ngar. yang dinilal sebagai old news. Banyak peneliti yang 
menyatakan ketidakpuasannya dengan perkembangan akun:ansi yang 
nid'l,arkan paca infornotie,n us~fulr.e:;s 13::ll1"ak l:te~atur akunt2nsi 
IT'enyatabr. bahv:a la;:>cr8:1 veuan;;2n S~8.t in; tidak mer,Y2.jibll 

informasi yang sangat diinginkan oleh investor (Gray, 1994: 17-45; Lee, 
1978; Puxty and Laughlin, 1983:1-51). Decision usefulness juga gagal 
untuk rr.embeclakan antara information Heeds de:1gan informacion wanCe 
(Sterling, 1972: 198-708). Dalam hubungannya penelitian akiJnt?nsi 

yang berh'Jb'Jngan dengan pasa!' modal yang semakin banyak, Le v 

(1989:173) menyatakan bahwa respon pasar pad a bad news dan good 
nett's dalam earning cukup keciI, bahkan ~etdah pengaruh peristiwa 

economy wide dimasukkall. variabilitas abnonnal r~tum yang dapat 

diat!'ibusi dengan earning ha'l'y'a 2 - J% pada narrow window, sedangkan 

pada window yang Iebih Iuas kontribusinya lebih besar tetapi masih jauh 
cii bawah 20%. Dengan demikian sebagian besar return sekuritas 
dipengaru\ll sebagian besar oleh fakwr-faktor seiain per!.l!:Jahan eaMing. 

Sedangkan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan 
hanya menyokong sistem kapitalis yang menyajikan informasi finansial 
kep?da investor dan kreditor. Informasi kepada mas'yarakat dan 

informasi tentang lingkungan merupakan isu yang sedang kontfOversial 

dalam pengembangan Iaporan keuangan untuk pertanggungjawaban. 

aporan keuangan secara umum telah banyak menjadi obyek penelitian. 
Namun demikian masih saja banyak pihak yang tidak puas dengan 

praktik akuntansi yang menghasilkan Iaporan keuangan tersebut, 
sehingga cakupan standar akuntansi dalam SFAC No. 5 (1985) 
diperluas tidak hanya Japoran keuangan dan catatan atas Iaporan 
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keuangan, tetapi juga mencakup supplementary infonnation yang disebut 
sebagai pelaporan keuangan. Oi samping itu terdapat pelaporan 
keuangan yang tidak dipengaruhi oleh FASB yaitu isi pelaporan 
keuangan yang tercakup dalam alat-alat lain pelaporan keuangan 
seperti MO & A (Management Discussion & Analysis). Informasi lainnya 
juga biasa dimasukkan dalam pelaporan keuangan seperti laporan analis, 
statistik ekonomi dan sebagainya. Di samping itu laporan keuangan sebagai 
media p~r~an&,aungjawaban masih terlalu sempit, yaitu hanya kepada 
pemegang saham saja. 

Berikut ini diuraikan ten tang upaya-upaya penyempurnaan 
laporan keuangan. Urutan pembahasan di awali dengan upaya untuk 
meningkat!<an kegunaan infonnasi laporan keuangan, selanjutnya dibahas 
tentang isu lingkungan dan terakhir ·dibahas mengenai pertanggt:ngjawaban 
sosial. 

Upaya Penyempurnaan dan Peningkatan Kegunaan 
Laporan Keu~ngan 

Upaya AICPA untuk meme:1uhi tuntutan para penggunanya 
telcth membentuk komite Jenkins yaitu komite khusus AICPA untuk 
!l1t'tl1pt'rt.Cliki fina;u;ic/ r~txmiJ1g. J<oll,ite J ~n~ins ter<ebut telar. mn'.yclesaibr, 
Cl'gaslY/3 dwg:m mC'ngn:L5ilkar: bpor:m : ml!;rov.ng /;u:;iness (e~ C1 

clI5tOT1ler focus. T emyata hasil pekeljaan komite Jenkins ini memuik perhatian 
setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan business reponing. 

lv1emang user utama iaporan keuangan (investor Jan i<reditor) 
selctma ini men8an~gap bahwa lapor2n keuangan ~ersebut mengandung 
good news ,ian bad neViS. Good news maksudnya laporan keuang'ln 
dipandang sebagai komponen yang penting dari informasi yang 
dipcrlukan unwk mengambil keputusan kredi~ dan investasi, sedangkan 
had 71eHS :l:aksud!lya 100poran keuar.g;m tidak d8pal memen~lhi kebutuhall 
infom1,lSi h!['ci sehingga mereka memand::mg bahwa financial reponing masih 
lx:rguna tetapi harrIS diperbaiki ( Noll and Weygandt 1997: 47). 

Pelaporan keuangan yang dipcrluas menjadi pelapordI1 keuangan 
ya~lg lebh ~empuma sesuai us ulan komite Jenkms disebut btcsincss refJJrting. 
Hal ini mcnunjukkan adanya pcrhlibn y<lIlg [Cnl~ menerus rada output 
proses akunc,msi khusUSIW<l Ictporan kcu<1l1gan. Model hwiness re/J()rtinf( 
yang diusulkan oleh Jenkin adalah model husilless re/Jorti71!; yang 
komprehensif yaiw mencakup informasi finansial dan intormasi non 
finansial serra mencakup informasi masa laludan informasi yang akan 
datang (Noll and Weygandt, 1997:48). Informasi finansial masa lalu 
adalall laporan keuangan, sedangkan informasi masa lalu non finansial 
adalah data operasi. Informasi masa yang akan datang hanya mencakup 
informasi non finansial yaitu informasi yang mempunyai nilai prediksi 
(forward working infonnation). Informasi finansial masa yang akan datang 
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dalam bentuk finansial forecast tidak direkomendasi. Untuk Iebih jelasnya 
dibawal1 ini Noll and Weygandt (1997:48) menggambarkan mooel tmsiness 
reporting yang komprehensif yang diusulkan oleh Jenkin. 

Non Finansial Data Operasi 

Finansial Laporan Keuangan 

Masa Ialu Masa yang akan datang 

Oa1all: 30sialis8si muJelnya Jenkin, Alepp. tclal1 
menyelenggarakan simposiul11 yang dihadiri deh user laporan 
keuangan, perusahaan penyusun laporan keuangan, akunta.1 publik, 
akaderaisi, sla71darc scrtcr dan r<'gddtcr An:crib cla:1 !(alladd untuk 
membahzs eJemeI' .... dcmen r.lcxlel kOlnlJre!1enstF yang .:llusuIKa.;l. Sin:posiuftl 
tersebut telah memberikan fokus pada 3 hal utama: (1) apa yang menjadi 
kesepakatan dan ketidaksepakatan e!emen informasi non finansial 
dalam model yang diusulkan, (2) apa yang menjadi kesepakatan dan 
ketidaksep3katan e!t'011er. illfo:-mas; fGf'(!ard {ookin,!; dalam moael ya:1g 
diusulkan dan (3) langkah apa yang harus dilakukan berikutnya dalan: 
hubungannya dengan informasi yang diusulkan dalam model yang 
komprehensif. Jelas bahwa p<,rtanyaan"'iJert"nyaa:1 tl'rsebut didominasi 
oieh ~ertap.yaan mengenai el~l1Ien ... elemerl ir/ormasi non finaf1SiCl! da:1 
informasi fal'ward loohng (Noll Clnd WeygClOdt, 1997:49). 

Respon dari pertanyaan tersebut menyatakan bahwa sebagian 
bc~ar r('~ponden scpakat h~lh\\'el informasi non finansial dan fonl'ard 
(ookiflg aJ,;lah pCl1ling lintllk mt'LiI"i rei'ldng dan resiko. Dengel;) kat,) 
lain para user memerlukan inform,;,i terser,ut untuk membuat infonned 

decisions. Di samping iw disepakati bahwa pelaporan keuangan harus 
mampu memenuhi kebutuhan para customer. 

Memang model business reporting yang diusulkan oleh Jenkin 
menjadi lebih luas. Di samping itu informsi non finansial dan informasi 
forward looking mencapai cakupan yang sang:n Iuas dan sangat 
bervariasi saw peusahaan dt'ng2n perusahaan lain.' Untuk itu 
masaIahnya adalah apakah pencantuman informasi non finansial dan 
infonnasi forward looking dalam model business reponing perlu diatur 
dengan standar atau tidak diatur dengan standaL Memang selalu ada 
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alasannya apakah memilih perlu standar atau mcmilih tidak perlu 
standar. Tetapi mcngingat adanya variasi informasi yang rclevan pada 
scti,lP kelompok perusaban, maka sebaiknya dipilih yang tidak perlu 
cliatur oleh standar. Biarkan pasar memutuskan sendiri, informasi apa 
yang diperlukan. Di samping itu dikembangkan disclosure yang paling 
baik memcnuhi kcbutuhan user; yaitu disclosure yang harus dikembangkan 
bcrdasarkan indusn1 dan mendorong (tidak mensyaratkan) setiap perusahaan 
men-disclose data yang diperlukan user untuk membuat informed decision. 
Dari sini pasar akan memberikan reward dalam bentuk penilaian yang 
baik bagi perusahaan yang menyediakan informasi yang paling baik. 
Metodologi ini aka'1 memberikan f1eksibilitas bagi perus~haan untuk 
ll1elapo~kan inforPlasi non finansial dall forward looking. Berikut ini Noll 
and Weygandt (1997:50) menyatakan bahwa dalah clemen-elemen 
model business reporting yang diusulkan oleh Jenkin adalah sebagai 
berikut: 
1. Data finansial dan non finansial 

Laporan keuangan dan disclosure yang berhubungan dengan 
iJpc'r<1n kCllan~,\l'. 

Dat,l oreras; high level d,m ~ngukuran prestasi yang digt.:nakan 
m,md]el1len untuk mengelola business 

7 Andli~i:; ;l'anaiemer: terhadap data f;n,msial dan non finansial 
PJ,l';,n ccrklda~l r~luhhajl-perllb"h;.m ddlan~ keucmgan, operasi 
dan kll1elja dan rrend kllnci dari pengarull masa lalu. 

3. i nfor:nas; f()1\t'ard lool<in,~ 

Peluang dan resiko, mencakup ha~il dari trend kunci 
Rencana mallajemcn, l'l~ncakl'p (aktor keS!lksesan kUilC; 
Perbandingan prestasi business nyata ciengan disclose peluang, 
resiko dan rencana manajemen 

4. Informasi manc,jemen dan pemegang saham 
Direksi, manajernen. kompensasi. pemegang saham lItama dan 
transaksi serea hubungan dianrara related panies 

). Backgratmd peru',li l<tall 
T ujuan umum dan strategi 
Cakur,m dan deskripsi bisnis dan pro/JeTties 
Pengdrllh scruktur indmtri pad'l perllsallaan 

Seillentara itu selar,l' dengan ekonomi y,mg rerkeillbang sangctt 
pesat, pemakai laporan keuangan JUg,1 sennkin m"ju, sehingga mereka tidak 
hanya memerlukan informasi keuangan yang tradisional saja, tetapi 
juga memerlukan informasi-informasi lain (kualitatiO yang relevan 
(Drucker, 1995:26-27). Bila semua tuntutan masyarakat dipenuhi, sejalan 



Kumalahadi, Perspektif Pragmatik, Lingkungan dan Sosia/ dalam Laporan Keuangan ... ISSN. 1410 - 2420 

dengan usaha komite Jenkin temu bcntuk lap:mm kcuangan abn semakin 
sesuai dengan kebutuhan user. 

Perspcktif Lingkungan - Akuntansi 
dan Disclosure Masalah Lingkungan 

Menurut Paul Munter, Rene SaC<ls,ls and Elaine Garcia 
( 1996:36-50) m,l'iaL1h lingkungan tidak h ,111 y,l dihadari olch pcrusah01,m 
l",s;1I' s'lja tecapl Jug::1 deh pcrus01k1dl1 kecil, Di USA tclah JI,ltur upa)'a lIntlik 
menjaga kelestalian lingkungdn. mis,1inya : seteldh rom bensin ditutup 
harus dilakukan perbaikan tanah yang dicemari minyak. Bengkcl mobil 
harus menjaga limbah eli agar tidak mencemari tanah. Dengan 
demikian masalah lingkungan menjadi masalah )'01ng sangat IU8S, yaitu 
masalah bagi perus01haan bes01r, perus01ha01n kecil dan masyarakat luas. 

Akuntansi dalam menanggapi masalah ini masih sangat 
terbatas. seakan-akan isu lingkungan ini merupakan m.asalah kecil. 
Agar pertimbangan iSlI lingkungan ini sedikit lengkap dapar dipahami, 
iCcriu diketahui perkembanga:l atufZln !in~kLJngan eli uSA. Mlnuru, 
Ivlllnter, Sacasas dan Garcia (1996:36-50) perkembangan aturan 
lingkungan di USA adalah: 

Ul~d2ng-unJang (LJU) lingkungan 01 USA bermula di 
rtn:;hllit:ng ta~I'n 1950-3n baik oi tingbt :ol::::i, s~at;? dan [edna!. 
Undang-lindang tersebut dimaksudkan untllk menllrunkan polusi air 
dan udara. Pada perkembangan di dasawarsa berikumya. undang­
lInclang lingkungJn terscbllt disempurnakan dan dit,;mbah se.iuai 
dengan tunturan masyarabt. Enviroll~mellral protection "genc:,! (f:.PA) 
dibcr,luk ; 970 untuk bcrtar,ggu01g jawab (erhadap masalah undang­
undang lingkllngan di tingkat federal lIntuk mengatur polusi udara dan 
air. buangan sisa tanah, supply ai •• pengendalian pestisida dan radiasi 
.:hm ocem', dlunpir,g. Pad a pericc:r.banganberihrnya EPA ioi r1iperiuJs 
ui1t'Jk mencakup masalah pollisi yang lain sepert: bllangan sis a toxic dan 
hujan 3,am. 

Secz,ra umllm masalah lingkungan mencakup polusi udan., 
poll'si air dan buangan sisa. Pclusi udara me lipu ti hujan. a5am. IJ[ban 
,SlllUg, toxin yang naik ke udara, peniplsan 0':011 dan ma,alah-masalah 
lain. Walaupun masalah-masalah (ersebut dihadapi oleh perusahaan 
besar namun ,elah terjadi perubahan definisi po/wter, seperti ,oko cat 
dan hakery saat ini mas uk kategori scbagai poiHtter sebagaimana 
penghasil sulflfr dioxide. 1 etapi anehnya perusahaan tidak dilarang 
menjual fasilitas yang menghasilkan polusi. Polusi air mencakup scgala 
buangan ke sungai dan yang mencemari air tanah sehingga undang­
undang air bersih secara umum mensyaratkan pcrusahaan untuk 
memasang alat pengendali untuk pengendalian polusi air. UU polusi air 
menjangkall tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga pcrusahaan 
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kccil, dalam industri konstruksi, percanian, dry cleaning, mining sampai 

pad a taman hiburan. Buangan sisa dapat berupa sampah atau sisa apa 

saja yang mencemari lingkungan. Buangan sisa dapat merusak tanah, 
air minum dan kesehatan. 

Pada tahun 1980 Congress mengesahkan comprehensive 
enviro1ltmental response compensation and liability act (CERLA) atau 

superfund untuk mengatur masalah kerusakan tempat akibat buangan 

sisa yang tidak terkendali yang semakin meningkat. Oi bawah 

Stiperfund, menurut Beth, McNichols and Wilson (1997: 72-81) EPA 

me lakukan (1) identifikasi dan penilaian tempat yang rusak akibat 

oahan yang merusak lingkungan ditumpahkan, ciisimpan atau dibuang 
di tempat tersebut (2) menemukan Superfund site (tempat yang paling 
mer,dap3tkan perhatian Stiperfund) yang prtling rusak, (3) Identifikasi 

Potentially Responsibilit~ Parcies (PRP) pada setiap tempat yang rusak 

(tcrmasuk Superfund site), (4) menegosiasi renyelcsaian perbaikan 
kerusakan lingkungan PRP, (5) mcmcrintahkan PRP untuk memperbaiki 

tempat 'lang rusak, (6) menuntut PRP biaya penggantian dan denda 
p:'rbeJlc2J1 tem[JZlt y;:;ng rmak , bila pr~ me,1oia...\e. 

Tempat tcrsebut selanjumya dirangking berdasarkar, layak 

tidaknya digunakan untuk tujuan yang lain (setelah mempertimba'1gkan 

,ejl!mlah faktor). Bih. te:npZlt cerseS'Jc mef'1erlukan l'embersihan can 

r~r~,aibn EfJ A Sr.)a mir,t3 ~elll:lil< atat' pih?k yaflg hi[\' her,anggui1g 

jawab terhadap tempat yang tcrkontaminasi tersebut. 

Oari uraian di atas, semua calon pembeli dan mereka yang 

,lkan menjadi pemilik berikutnya (kreditur penyita) hrtrus terlebih 

dahulu mengevaluasi kemungkinan kewajiban lingbngan dari setiap 

tanah dan property sebelun-, mereka peroleh, jangan sampai mercka 

secara finansial d?n hukum bertanggung jawab terhadap masalah­

masalah lingkullg?n di masa yang akan datang. 

Isu Lingkungan dalam Laporan Keuangan. Pedoman akuntansi dan 

pdaporan terhadap ilccruul dan Disd{)sur~ kewajiban lingkungan terdapat 

pada beberapa sumb;::r menurut MUllter, Sacasas and Garcia (1996 36-
So), yaitu : 

1. ~FAS No.5 mengenai akuntansi untuk contingency. 
2. FASB interpretation No. 14 mengenai estimasi jumlah kerugian 

vang dapat diterima. 

J. F ASB interpretation No, 39 mengenai off sec:ing jumlah yang 

berhubungan dengan kontak-kontrak tertentu. 

Accrual of Environtmental Cost. Sebagaimana dalam evaluasi contingency 
yang lain, pedoman utama dapat ditemukan dalam SF AS No. 5 yang 
menyatakan bahwa rugi contingency harus diakui bila kerugian tersebut dapat 
dinyatakan probable dan dapat ditaksir jumlahnya. Memang SFAS No. 5 
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dapat menjadi pedoman yang cukup dalam melakukan evaluasi banyak 
kewajiban contingency, tetapi ketika eliterapkan pada kewajiban lingkungan, 
perusahaan dihadapkan dengan banyak kesulitan karena perubahan aturan 
dan perundang-undangan dan perubahan teknologi. Oalam hal ini 
Barth, McNichols and Wilson (1997:72-81) menyatakan bahwa sulitnya 
cstimasi ke\\'ajiban lingkungan karena total biaya perbaikan tempat 
pembuangan yang rusak jumlahnya besar, sangat tidak pasti dan tidak 
diketahui sepenuhnya selama 30 tahun atau lebih ke de pan. Sekali 
perusahaan masuk dalam kelompok PRP, maka perusahaan tersebut 
abn menghadapi ketidakpastian bagian alokasi biaya perbaikan yang 
dibebankan kepadanya. 

Can uraian eli atas untuk tujuan pelaporan kewajiban lingkungan 
na1l1[1ak c,ah\\'a semua perusahaan perlu hati-hati dalam melakukan evaluasi 
kegiatannya untuk menentukan apakah terdapat kewajiban lingkungan. Bila 
perusahaan dapat mengidentifikasi adanya masalah lingkungan dan 
tcrnyata perusahaan harus berpanisipasi untuk melakukan pembersihan 
akibat pencemanm, maka perusahaan harus menentukan apakah 
CCC'1Aui tepr l'nCLIk digunakan, keCl;ah jumlahnya tidak macf'rial. Munter, 
Sac8.sas and Garcia (1996:36-50) terpendapat bal,wa mengakui jum:ah 
taksiran \"an.2 kasar (yang n<1ntinya periu direvisi) merupakan pendekatan 
.lku!lt~1:1)i .. ~'n'i [chilt baik dc,ripc'ldJ !ncI1U'lggu in(Ort1'clSi y'mg kbi1, tehi 
rerscciia OZlC:,~ waktu k~ml'dlc:n. 

Disclosure. Apakah disclosure kewajiban lingkungan perlu 
disediakan t.erdasarkan site tenentu (site-specific base)? Namun cara ini 
akan memicu terjadinya oiaya legal dan biaya lain yang tida!< terjadi 
sel;;ma ini. vaitu perusaha8n kh'lwatir langsung dimasukkan ke dalam 
PRP oleh EPA atau bahkan masuk dalam btegort prioritas Superfund, 
sehingg2 konskuensinya bagi perusahaan sangat mahal. . 

Pemtersih<:'l1 lingkungan dapet dipisal1kan menjadi dua kelompck 
yait;] (J) 5!<i-erjJ.:nd site (silt' bin ymg ~dJtrsihan!1ya scsuai cengan arar, 
pemennrah) dan (2) site yang memerlukan pembersihan dengan cara iain. 
Oengan demikian dapat dll1yatakan bahwa keterlibatan perusahaan 
da1am pemt.ersihan sudah raenjadi masalah publik. Jadi argumen ini 
menyatakan loahwa disclosure berda.:;arkan ~empat te.ter.tu diperlllkan 
ketika perusahaan dilibatkan pembersihan site oleh superfund. 

DlScioSI!re lingkungan dalam praktik; seiring dengan semakin 
meningkatrl':3 tl'ntlltan m3sY3r8kat terh8dap kepedulian lingkungan 
dan semaktn di8tllrnYCl masalall lingkllng8n dalam bentuk undang­
undang, maka jumlah disclosure lingkungan dalam annual reports 
meningkat sejak 1989 (Gamble et at. 1995). Sedangkan menurut survey 
KPMG selama 1994-1995 perusahaan-pcrus3haan yang mendisclose 
lingkungan di UK semakin meningkat, tetapi kur3ngnya standar atau 
pedoman, tersamaan dengan adanya ketidakpastian kepada siapa disclose 
lingkung<m tersebut elitujukan. membuat pelaporan isu lingkungan terse but 



ISSN' 1410 - 2420 Kumalahadi, Perspektil Pragmatik, Lingkungan dan Sosial dalam Laporan Keuangan ... 

sangat bcrvaliasi (anonymous, 1996), Sedangkan dmi sisi manajemen, luasnya 
disclose kewajiban lingkungan l::erhubungan dengan 4 faktor yaitu (1) 
peraturan, tennasuk tindakan pemaksaan, (2) peradilan dan negosiasi, (3) 
illlplikasl pasar modal dan (4) peng3ruh peraturan yang lain. Dan hasil 
penelitian terscbut dapat disimpulkan bahwa seiling dengan semakin 
banvaknya peraturan-per8turan dan pemclksaan hukum, jumlah disclose isu 
lmgkungan scmakin mcningkat, tetapi karena pcdomannya belum jelas dan 
kqlada siapa disclose tersebut ditujukan. Maka disclose isu lingkungan masih 
s:mgat valiatif. Umuk itu perlu pedoman yang jebs dalam pelaporan 
lingkung:m Cesena lllcnentubm seCJra jclas siap:l user isu lingkungan yang 
sebenarnya. 

Pcrspcktif Sosial - Pertanggungjawaban Sosial 

Pertanggungjawaban sosial bukan merupakan fenomena yang 
baru, tetapi merupakan akibat dari semakin menin'gkatnya isu 
lillgkungan di akhir 1980-an. Pertanggungjawaban sosial merupakan 
111ani;e3ta~1 ~eped\llian tcr!ladap tallggung jaw(l.b smial dari pcrLlsahaa r " 

SCiardh tebh mellcctat perkembang~;\l1 hubungan 0rganisasi dengan 
m:\svarakat cl:m berkembangnya akuntansi untuk perwnggungja\"aban 
'(1'I"l. S'C"k~:l-abn al<untJI1S; [It:rtaIH~gungjJv:ab,,n s0sidl telah 
h.:rkcll1ll'\l1~ d~\lg;\ll tiO:l-ci~ca dan belul" mend2p,:tKan perh0tiacl ya 11g 

selius dali profesi. Namun demikian akuntansi ul1(uk penanggungjawaban 
sosial telah lllengarah pada proses komunikasi pengaruh sosial dan 
lingkungan kegiaLan ekonan~i organisasi kepada kelompak kepentingan 
tC[[Cnrll data:11 masyarablt lbn kClxida masYctr2,kat secara luas (Rob 
Gr:ry ct.aL 1996: 112), Akunta~1si lIn[uk pcnanggungja\\'aban sosial 
ll1erllpakan perlua,an perwnggungja\\'ab<ln organisasi (perusahaan) di 
luar batas-batas ahll1t'msi keuangan tradisiol1<1l, yaitu menyediakan 
iapor<'n kCl:ang:m tid(lk hanya kepada pemiiik mod(ll khus'Jsnya 
pCll1egang sahal:1, Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa 
perusahaan memiliki wnggung jawab yang lebih lms dan tidak sckedar 
mencari uang untuk para pemegang saham, 

Salah saW t'ljuan akunDnsi untuk tujuan sasia! adahh untuk 
mel~lkuk:1l1 renanggung-ja\vahan sosiai organisa~i, Perc:1l1gglll1g):l\\'"han sosial 
limbll! jib org,1l1isasi mempunvai wnggung j<lW<lh. bib ()rg~\I1isasi me rasa 
tidak memiliki tanggung j<lw<lb m:,ka tidak akan ad<l pcrtanggullgjawaban 
sL1sial. Untuk itu model pertanggungjawaban ,osial harus eksplisit. 
Pandangan tcntang sifat dan luasnya tanggung jawab so sial dari suatu 
org,misasi Lergantung pada bagaimana seseorang memandang dunia, 
,eperri apa aunia ini sebagaimana diyakininya, Dalam hal ini memang 
terdapat perhedaan yang besar pada setiap kelompok masysrakat. 
Berikut ini l'el'crap" kelompok masvarabt yang berbcd,l memandang 
huhll1 0 an or0 anis<lsi-m,lsv<nc,K:lt : 

h ~ . 
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Kelompok kapitalis mumi adalah mereka yang melihat demokrasi 
ekonomi liberal sebagai cita-cita yang ideal tentang bagaimana 
dunia berlangsung dan suatu cara yang seharusnya demikian. 
Dalam perusahaan swasta para ekskutif adalah karyawan pemilik. 
Ekskutif tersebut memiliki tanggung jawab langsung dengan 
majikannya. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menjalankan 
bisnis sesuai dengan keinginan majikan, yang secara umum ekskutif 
harus dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan cara 
yang sesuai dengan aturan dasar masyarakat yang melekat dalam 
h'lkum dan kebiasaan etik (Friedman, 1970: 122-126). Namun 
demiKian pemegang saham tentll tidak aka" membcrikan toleransi 
su~tu jumlah yang digunakan kegiatan yang bersifat non profit yang 
dapat mengurangi deviden (Hetherington, 1973:48-53) . Pandangan 
ini tentu bertentangan dengan semangat tanggung jawab perusahaan 
kepada masyarakat. Pandangan yang bijaksana adalah pandangan yang 
mempertimbangkan kesejahteraan dan ,tabiIitas ekonomi jar.gka 
~2.njdng yang hanya cap3.t illopai dengan dit~ri;na."lY3 taI".ggullg j;:t\1'ao 
minimal yang lebih lL:as (biasanya minirllai). 

Isu yang penting adalah bagaimana memenuhi !:e1ompok­
keloll1pok ycng memiliki value yarg berbeda-beda yai\u vdue yang 
btrhvDlIngan deng,:n eko;1omi ras?! ~e!J~ni efisiensi, kebebas'1n, 
movasi, desentralisasi, inSenuf dan pencapaian individual. Sedangkan 
value yang lain eerhubungan dengan hak politik dan sosial seperti 
kesam8an pelliang, hak setiap ir,dividu up.n.:k berparcisipasi dalam 
keputllsan yang pe,1ting yang mempenga~uhi hidupnya, hak untuk 
sehat sesua~ standar, per.clidikan, martabat dan privacy Plibadi. Apa 
yang terus menerus dihadapi adalal1 pilihan yang sulit dan hubungan 
yang di~rlukan untuk mencapai keseimbangan di ant?J"a semua nilai­
nihi tcrseQut. Pandan§:311 in; diangga;:> xbagai pencerahan kepcf'n..'g<1I1 
pribadi oleh Grayet.31 (1996:57). 
Pendukung konrrak sosial yang me man dang bahwa pei"usahaan dan 
organisasi lain ada sebagai kehendak masyarakat dan selanjllcnya 
ditentukan scsuai keingiaan masyarakat. Mtnurut Shockrr and 
Sethi (l97j.~7-105) bahwa setiap instirusi sosial dan bisnis tcnpa 
kecuali beroperasi dalam lingkungan masyarakat melalui kor,trak 
sosial yang meng2takan bahwa survival dan pertumbuh:m institusi 
tersebut didasarkan pada : 
a. Penyampaian beberapa hasil akhir yang secara ~al diinginkan 

kepada masyarakat secara umum. 
b. Distribusi manfaat ekonomi, sosial dan politik kepada kelompok­

kelompok agar mendapatkan power. 
Dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuas~an 
institusional atau kebutuhan terhadap pelayanan yang sifamya 
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permanen. Selanjutnya SU,,[L1 insti[L1si harus seeara [crus mencrus 
memenuhi pcngujian legitimasi dan relevansi dcngan menunjukkan 
bahwa masyarakat mcmbutuhkan Jasanya dan pcrusahaan telah 
mendapatkan penges,lhan dari masyarakat (Shoeker and Sethi, 
1973 :97 -105). Setiap perusahaan besar harus dianggap se bagai 
perusahaan sosial, yaitu sebagai suatu entitas yang keberadaan dan 
keputusannya dapat dijastifikasi (dipengaruhi ole h) sejauh perusahaan 
tersebut mampu melayani publik atau tujuan sosial (Dahl, 1972: 17-25). 

3. Social ecologist adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan 
manllsia. Dalam arti png sangat luas mereka melihat akan terjadi 
masalah yang serius jika tak ada satupun yang dikerjakan dalam 
interaksi organisasi lingkungan dan mereka berpendapat bahwa 
organisasi yang besar secara khusus telah terpengaruh c1engan 
adanya masalah sosial dan lingkungan. 

Kerusakan mendasar akibat cara perusahaan beroperasi 
dengan etas ekspansinya tidak bisa terus menerus berlangsung, sehingga 
«1r',H.:ara ter>ehut lnrus -egera dihentikan agar adak mcnyengsarak::t!1 
Ul1,<lr n:anusia. Upa\'Cl LJl:[lJ 11,cr,ghentlbn ker\JSJkan-~(erus3kaf' 

[crsehu[ merupakan [1ctndJnpm yang bijaks"na, menyelamatkan 
gt:nt:rasi eli mct",a yang ,lkan elatdl'g, hum"nis dan melakukan perubahan­
pt:tlJba!l~U1 \,'lJ1;5 ~e,'u~ur (Cull<l11:ti:, 1972: 15) 

4. Sosialis eenclencng mel:lpCl cayai b::l11\'/3 dUr.1il13S i sos,al, e!(onomi 
dan politik saat ini oleh modal adalah bertentangan dengan 
prinsip-prir,sip sosialis, sehingga diperlukan readjustment yang 
signifikan terhadap p~milika!1 dan struktur masyarakat. 

5. Radical feminist yang memand"ng bahwa sistem ekonnmi. so~d, 
poli:ik dall blsnis merllpakan construct pria yang menekankan pada 
agresi, konflik, persaingan dan sebagainya sehingga menolak feminine 
I'OI1Ies sepcrti keharuan, einca, kcrjasama dan nilai lainr>ya. Mereka 
l1:ema,ldang h<1hwa tid'll ~lca kebijaksanaail (1<111 cara yang pem:h kasih 
dalam mengelala dunia into 

t'vt,kna kh,ISUS dalam sistem bisnis yan~ diharapk,<ll1 seeara halistik 
adalah 51,s(:]in.ah!litY. S:mai7:ahlic-y meniadi sangat l'cnting bre:na, (1) 
,usrainahility menjadi agenda politik dan bisnis dllnia, (2) susrainabilit:1 
see<lr<l universal d<lp<lt diterimct (Gr,1\' et.al. 1996). NamLin demikian 
Sl£Sidillu!-,ilir:' seperti ~erigalct Serbldu damb<l yaicLi (1) w'11aupun 
5U5Wllldbdif)' seeara LlmLim digl1n8bm ul1t11k merujl1k isu pl"nee Dumi,tetapi 
jug" merupakan konsep sosi,,1 y,mg penting yaitll slLSrainabiuN dapat dibagi 
menjadi elemen sosial (eeD-Justice) dan elemen lingkllngan (cco-efficiency) 
(Gladwin, 1993), (2) terdap8t gap yang luas antara pola konsumsi dan 
produksi saat ini di satu sisi dengan stlsrainabilit:v sebagian wa:v of life di 
sisi lain. 
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Dari uraian di atas, pertanggungjawaban sosial menjadi sangat 
penting. Gray (1996:66) menyatakan bahwa perspektif stakeholder 
terdiri atas pandangan dunia yang berpusat ke perusahaan (analisis 
stakeholder) dan pan dang an dunia yang berpusat ke masyarakat 
(pertanggungj awaban). Dari pandangan perusahaan seseorang 
berkepentingan untuk menilai pertanggungjawaban perusahaan kepada 
stakc-holdemya. Untuk itu perusahaan harus mengetahui apa yang 
diinginkan oleh stakeholdernya agar dapat mengelola laporan 
pertanggungj awabannya. 

Agar perusahaan mengetahui apa yang diinginkan oleh 
scakeholder-nya, perusahaan harus dapat menilai substantive environtment 
yang terdiri atas primary level, seccmdary level dan tertiary level (Gray et.al 
1996:66-70). Pada primary level, digambarkan interaksi medium 
perusahaan manufacturing dengan lingkungan yaitu pem~gang saham, 
pemerint3h otoritas lokal, bank, dana pensiun dan asuransi, konsumen, 
karyawan, industri-industri' nasional, perusahaan pembuat barang 
mexlal, perusahaan pembuat barang dan jdSa (barang konsumsi). Mereka 
memiliki h2k un:uk mellc'i::J,p8Lbn informasi rert3nggungjawah2n. 
Sedangkan d,ui sudu[ panciar,g perusahaan, mereka mempunyoi pengaruh 
yong langsung dengan keberadaan dan kesuksesan pelUsahaan. Bagi 
perusahaan interaksi dengan lin6kupgar.nya bermi memelihar2. goc..:i\(/ill atau 
legitimJ~:. 

Pad a secondary level menggambarkan interaksi sosial perusahaan. 
PCll.lsahaan beranggapan bahwa tujuan olientasi laba yang sempit berarti 
mengelola srd«;/wlder hal',),l untuk ;,mgka \\'aktu yang pendck saja. s.:condarv 
level ini menggambarkan inrerdksi medium perus<,haan manufacturing dengan 
iingkur..ga.'lnya yang lebL~ luas y3i.tu peng",auna3ll in(rastruktur, pengaruh 
estetika, kesehatan karyawan dan kepuasan status, opsi konsumen dan 
kesejahteraan, advertensi, sampah sisa, teknologi banl dan sumber­
slln:ber, dan social opportunity cost. Akhirllya pada tertiary level. Pada 
level ini interaksi a11ma crganisac.i seeara individual dengan lingKungannya 
tidak sepenting interabi sistem ekonomi organisasi seeara keseluruhan. 
Tertiary level ini menampakkan teoli yang tnendasari keberadaan organisasi. 
Pengaruh yang berhubungan dengan 5istem organisasi demik;"n 
tidak kelii'''WH ci&, 'U:iL llntuk dipahami. 

Tertiary level ini menggambarkan interaksi dalam sistem 
organisasional yang lebih komplek yaitu meny"ngkut seperti apa yang 
kira inginkan, sehingga menghasilkan pilihan dan sistem di masa yang 
akan d"tang. Interaksi tersebut berhubungan dengan: kualitas kebebasan, 
sikap (moral, pendiclikan, budaya dan estetika). tingkat informasi (helita) , 
wansan budaya, dunia ketiga, sistem, pilihan inc!ividu, kesehatan, lingkungan, 
sist~m hukum yang adil. 

Beberapa aspek penting dalam pelaporan untuk pertanggung­
jawaban sosial meliputi subyek laporan, audience laporan, isi laporan, 
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motivasi laporan dan Reliability (Gray et.a!, 1996:83), Semakin jelas 
aspek-aspek tersebut. semakin sesuai laporan untuk percanggung­
jawaban sosial dengan tuntutan lingkungannya, 

Subyek pelaporan untuk penanggungjawaban sosial meliputi 
remegang 58ham, investasi. karyawan. konsumen. masyarakat. lingkungan; 
pengmuh bi.snis. lingkungan dan sosial seeara total; kebiJakan umum. etika 
lLm 5tand,u'd. pcme[1ntah dan hubungan dengan negara lain, Sedangkan 
cntdu">'flCC pelaporan untuk pertang,,"lmgj8waban sosial adalah pemegang 
saham. pas8r finansial dan imerrnidiary. karyawan. manajemen. serikat 
buruh. calon karyawan. kelompok-kelompok kepentingan. pressure 
groL(P. media, p~me[1n,ah, badan [Y.:'llbu8t ~rJturan, pesaing, perusah8an 
lc,in sejenis, industry groLiP. konsumen, SLiPPlk.?f dan masyarakat seeara umum, 
lsi pclaporan umuk pertanggul'gjawabL1r, 50sial meneakup laporan narasi 
mcngenai f"lClllyataan-rlClllyatLl,m, tuJu,m dan fakta-fakta, lap:ll'an kuantitarif 
pcrbandingan target dan realisa.,i, dLm laroran keuangan, Motivasi pelaporan 
untuk pertang,,"lmgjawaban sosial adalah umuk pertang"aungjawaban, erika 
dal~ 1l1Jtivasi lain yang dlhutuLkan n:as\'arak"t, 

Reliability berhubllnE;8rl dengan seberapa !auh seseorang 
me tnpereaya~ suat11 infonnasi, Reliabilr:' pelaporan umuk pertang"aung­
ja\\'aban 50sial didasarkan pada clata taksirm dan partial, laporan hasil dari 
i1:~c1l1al <1lIJe GaL) sis[cm in~'ol1~lasi Gal' la[":J,'al1 yang ~f'l,Jl d;?l:dit ole1o pihak 
cK;temal. 

Dalam upaya :nenvol1Durnakan lapora:1 kel'angan unruk 
menli1gkatkan kegunaannya telah dikembangkan suatu model yang 
kbih menyeluruh yang disehut Bl(sineSS reporting yang isinya di samping 
b!"lran KJ'li<llIgdl1 <~lhldh ,1'(()rma,i ['on finansial dan i'1fnrmasi forU'nrd 
1('()I;I1l~, :)cdangKdl1 lIPL1\,;1 lIntll~ I1ll'I11LbUkbll1 informasi lingkllT)g<ln 
dipl'rlllbn stal'lLl1 \',111g kbih kngbr ,Ig;cr tcrlhpm kescragaman 
f'erllsahaan-perusalvan lbl,l111 mt'I11<1SlIkk<111 nns,liah lingkllngan dalam 
laporan kellangan baik diaccrueci maupun didisclose, Laporan untuk 
pertanggur,gj,1\vaban sosial nl"""~!16 [1",a5lh sangat idea!, tetapi dengar, 
me mperhatibn tU!1(lItan masyarakat terhadap peran nyata dan 
ke~'cdulial1 perus:lhaan untuk kepcntingan sosial, sudah waktunya 

.101;_'oran keu<1ngan memrtsukkan iSLT penanggungjawrtban sosial 
Dari uraian di ,Has, nampak bahwa l"poran kellangan menjadi 

sLmg;)t luas dan batas-batasnya tidak jelas, Namun penulis telah membuka 
\\'aC111a pemlasalahan akuntclnsi yang sangat luas, Dalam praktik diperlukan 
penyempumaan laporan keuangan yang memiliki demensi pragmatik, 
lingkungan dan sosial sebagaimana diuraikan di atas, 
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Abstract 

Disclosure. of corporate social performance will be 
urgently expected. It. can be reported by financial and non 
financial information in annual report or social report separa1ely. 
Polution, depletion of resources, waste, product quaZity and 
safety, the rights and status of workers, and the power of the 
large corporations are issues which have become the focus of 
increasing attention and concern. This paper discusses how 
corporations must disclose social performance reporting as the 
responsibility of corporations to the public. 

Key words: disclosure, corporate social performance. 

1. PENDAHULUAN 

66 

Selama kurang lebih 30 tahun terakhir ini kesadaran 
publik akan peran perusahaan di masyarakat telah 
mengaIami perkembanganyang pesat. Banyak perusahaan 
yang telah beIjasa dalam kemajuan ekonomi dan teknologi 
justru mendapat kritikan karena kurang memperhatikan 
masaIah sosial. Polusi, deplesi sumber daya,limbah, kualitas 
dan keamanan produk, hak dan status pekerja, serta 
kekuasaan dari perusahaan besar menjadi isu-isu penting 
yang mendapat perhatian banyak pihak (Gray, 1987: 1). 
Tekanan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan 
dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis ditujukan 
tidak hanya pada perusahaan swasta tapi juga perusahaan 
publik. Oleh karena itu perusahaan perlu akuntabel kepada 
masyarakat luas, bukan hanya pada kelompok tertentu 
seperti pemegang saham dan kreditur saja. Menurut 
Friedman (1962) perusahaan perlu memiliki 
pertanggungjawaban sosiaI untuk memaksimalkan profit. 
Sedangkan menurut Holmes (1976) dan Ostlund (1977) 
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perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu 
masyarakat, bahkan jika perlu mengurangi profit. 

Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial 
perusahaan bertambah dengan adanya kritik mengenai 
penggunaan profit sebagai ukuran kinerja perusahaan 
secara all-mclusive. Untuk merespon hal terse but, beberapa 
institusi akuntansi mulai mempertimbangkan akuntansi 
sosial perusahaan pada pertengahan tahun 1970-an 
(Ramathan, 1976). Kemajuan selanjutnya adalah banyak 
peneliti yang mulai melihat akuntansi sosial perusahaan 
melalui perspektif teoritis yang berbeda-beda, termasu.k: di 
dalamnya stakeholder theory, social contract theory dan 
legitimacy theory. 

Meskipun kurangnya konsensus dalam. profesi 
akuntansi dan literatur akuntansi secara teoritis tentang 
bagaimana perusahaan harus mengungkapkan informasi 
pertanggungjawaban sosial, namun telah terjadi peningkatan 
jumlah perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan 
aktivitas pertanggungjawaban sosial dalam laporan 
tahunannya. Pengungkapan sosial perusahaan dapat 
didefinisikan sebagai pengungkapan infonnasi finansial dan--­
non finansial ::,'ang berhubungan dengan interaksi organisasi 
dengan lingkungan secara fisik dan sosial, seperti yang 
dilaporkan de1am laporan tahunan perusabaan atau laporan 
sosial secara terpisah (Guthrie and Mathew, 1985), termasuk 
di dalamnya lingkungan secara fisik, energi. sumber daya 
manusia, dan hal-hal yang terlibat dalam masyarakat. 

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dan 
seberapa jauh perusahaan mengungkapkan' kinerja sosial 
sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban perusahaan 
kepada pu blik. 

2. TEORI UNTUK MENGANALISIS DAN MENJELASKAN 
PERTANGGUNGJAWABANSOS~PERUSAHAAN 

Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis 
dan menjelaskan pertanggungjawaban sosial perusahaan 
antara lain (Moir, 2001): 
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2.1. Stakeholder Theory 

Stakeholder theory merupakan teori Y<ill& 
digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa Sltatl! 

kelompok, kepada siapa perusahaan bertanggungja\Vah.. 
Menurut Freeman (1984), perusahaan digambarkan, 
sebagai kumpulan dari hubungan-hubungan Para( 
stakeholder. Definisi klasik Freeman mengenaii 
stakeholder adalah kelompok arau beberapa individu yangl 
dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian 
sasaran organisasi (Freeman, 1984:46). Secara khusus,1 
stakeholder dianalisis menjadi dua kelompok, yai1ll 
stakeholder primer dan stakeholdersekunder. Stakeholder 
primer merupakan orang yang sangat dibutuhkan 
partisipasinya bagi kelangsungan hidup perusahaan 
(Clarkson, 1995: 106). Yang termasuk di daJam kelompok 
stakeholder primer adalah shareholder, investor, 
karyawan, pelanggan, pemasok, dan kelompok 
stakeholder publik, yaitu pemerintah, kepada siapa 
perusahaan membayar pajak dan masyarakat, sebagai 
penyedia infrastruktur dan pasar. Stakeholdersekunder 
didefinisikan sebagai orang yang mem~f].g~atau 
dipengaruhi oleh perusahaan, tapi tidak berpengaruh 
penting bagi ke1angsungan hidup perusahaan. 

Berkaitan dengan isu pertanggungjawaban sosial, 
isu utama yani berkaitan dengan ana]isa stakeholder 
adalah motivasi perusahaan untuk bertanggungjawab 
kepada stakeholder. Pertanggungjawaban sosial 
perusahaan harus didasarkan pada tujuan dan nilai­
nilai yang memberikan kontribusi pada reputasi dan 
keberhasilan perusahaan (Business Impact.. 2000:101). 
Mitchell (1997), mengembangkan model 
pengelompokkan stakeholder berdasarkan atribut 
kekuatan, legitimasi dan kepentingan. Oleh karena itu , 
diharapkan perusahaan akan menaruh perhatian besar '. 
terhadap kelompok stakeholder yang sah, yang memiHki . 
kekuatan dan kepentingan. 

2.2. Social Contract Theory 

Gray (1996) mengemukakan bahwa masyarakat 
merupakan sekumpulan dari kontrak sosial antara 
anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri. DalaIIl 
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konteks pertanggungjawaban sosial perusahaan, 
perusahaan bertindak bukan karena kepentingan 
komersial, namun karena harapan implisit masyarakat 
agar perusahaan beroperasi. 

Donaldson and Dunfee (1994) mengembangkan 
teori kontrak sosial yang terintegrasi sebagai cara 
manajer untuk mengambil keputusan dalam konteks 
etis. Keduanya membedakan antara kontrak 
makrososial dan mikrososial. Kontrak makrososial 
dalam konteks masyarakat, misalnya harapan bahwa 
perusahaan akan memberikan dukungan pada 
masyarakat lokal dan secara khusus bent uk 
keterlibatan terse but akan menjadi kontrak 
mikrososial. 01eh karena itu, perusahaan yang 
mengadopsi suatu pandangan kontrak sosial harus 
menjelaskan keterlibatan mereka sebagai suatu bagian 
dari harapan masyarakat, yang dapat menjelaskan 
motivasi awal, yang mungkin tidak dijelaskan secara 
keseluruhan atas keterlibatan mereka. Salah satu 
manfaat komersial hasil studi di Australia (CCPA, 2000) 
adalah per:lunya jjinqerf).ReJ;"~i kbususnya untuk 
perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya 
alamo Hal terse but mungkin dianggap sebagai manfaat 
komersial dari naiknya reputasi, tapi juga 
menghubungkan pepcapaian dan pemeliharaan 
legitimasi (Suchman, 1995). 

2.3. Legitimacy Theory 

Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi 
sebagai suatu persepsi atau asumsi yang digeneralisasi 
merupakan tindakan dari entitas yang diinginkan, layak 
atau sesuai dalam beberapa sistem yang dibangun dari 
norma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, 
maupun definisi-definisi secara sosial. Mengacu pada 
literatur terdahulu mengenai manajemen legitimasi, 
termasuk di dalamya the strategic traditions dependence 
theory (Pfeffer and Salancik, 1978) dan the institutional 
traditions (DiMaggio and Powell, 1983), Suchman 
mengidentifikasi tiga tipe legitimasi organisasional, 
yaitu: (1) pragmatik; (2) moral; (3) kognitif. Ia juga 
mengidentifikasi tiga tantangan kunci dari manajemen 
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legitimasi. yaitu (1) pencapaian; (2) pemeliharaan; da!t 
(3) perbaikan legitim.asi. Suchman menyatakan bahwa 
"manajemen legitimasi terletak pada komunikasi" 
sehingga untuk menerapkan teori legitimasi perl~ 
menguji bentuk-bentuk komunikasi perusahaan. 
Linblom (1994) mencatat bahwa legitimasi bukan 
merupakan suatu proses yang lunak bagi organisasi 
untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Ia 
menyatakan bahwa organisasi mungkin menggunakan 
empat strategi legitim.asi saat menghadapi ancaman 
legitim.asi yang berbeda-beda. Keempat strategi tersebut 
adalah: 
1. Memberikan pemahaman kepada para stakeholder 

mengenai tujuan organisasi meningkatkan kinetja 
2. Mengubah persepsi organisasi (tanpa mengubah 

kineIja aktual organisasi). 
3. Mengalihkan isu-isu yang me~adi perhatian. 
4. Mengubah harapan-harapan eksternal tentang 

kine rj a. 

Legitirnasi tampaknya merupakan alasan kunci 
untuk menjalankan perilaku sosial perusahaan dan 
m_engg~_n*au-aktivitas-aktivitas tersebut sebagai . 

--------bentukpublisitas atau pengaruh (Gray. 1996 & Clarke. 

70 

1998). Pandangan yang berlawanan dengan hal terse but, 
misalnya perusahaan menggunakan kekuatan untuk 
melegitimasi aktivitas namun. lebih dari itu 
masyarakat memberi kekuatan pada perusahaan untuk 
menggunakan tanggung jawabnya. (Wood. 1991). 
Masyarakat memberi kekuasaan dan kekuatan pada 
perusahaan. Dalam jangka p~ang. perusahaan yang 
tidak menggunakan kekuasaan dan kekuatan terse but 
akan cenderung kehilangan itu semua. 

Pengujian praktik-praktik pertanggungiawaban sosial 
perusahaan bisadimuJai dari dalam perusabaan dan didorong 
oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam teori kontrak sosiaI. 
dianalisis secarakhusus dengan stakeholder analysisuntuk 
meningkatkan reputasi dan 1egitimasi perusahaan. Hal 
tersebut merupakan cara untuk menilai praktik 
pertailggungjawaban sosial perusahaan sekaligus cara untuk 
menilai kinetja (Moir. 2001). 
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3. J{DlERJA SOSIAL PERUSAHAAN 

M asyarakat dan perusahaan memiliki hubungan yang 
sangat erat dan saling menguntungkan. Oi satu pihak, 
masyarakat menyediakan sarana infrastruktur bagi 
berlangsungnya perusahaan dan di pihak lain perusahaan 
harus memberikan pertanggungjawaban sosialnya kepada 
masyarakat (Imam, 2000: 133). 

Studi empiris mengenai kinerja sosial telah lama 
dilakukan, antara lain oleh dua organisasi yaitu American 
Accounting Association (AAA) Committee on Accountingfor Social 
Performance pada tahun 1975 dan National Association of 
Accountants (NAA) Committee on Accountingfor Corporate Social 
Performance pada tahun 1977, yang menitikberatkan pada 
pengukura..i dan pelaporan sosial. 

Menurut NAA Committee on Accountingfor Corporate Social 
Performance, kineIja sosial perusahaan berkaitan dengan 
refleksi dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. 
Aktivitas-aktivitas tersebut berkaitan dengan hukum, 
pengukuran penyelesaian atau persyaratan kontrak (Porwal, 
1993:318). Komite tersebut juga menge1ompokkan kinerja 
sosial ke dalam empat area, yaitu: 

1. Pengembangan masyarakat (community development), 
termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas yang 
berorientasi so sial, teriltama yang bermanfaat bagi 
publik, misalnya pembangunan perumahan, pe1ayanan 
kesehatan, program pangan, dan program-program 
kemasyarakatan yang lain. 

2. Sumber daya manusia (human resources), merupakan 
area dari kineIja sosial yang berhubungan 1angsung 
dengan para pekeIja atau karyawan perusahaan, sebagai 
contoh pemberdayaan karyawan, pelatihan karyawan, 
kebijakan promosi, dan peraturan-peraturan yang 
menguntungkan karyawan. 

3. Kontribusi produk atau jasa (product or service 
contribution), termasuk di dalamnya konsumerisme, 
kualitas produk, pengepakan, serta jaminan dan 
keamanan produk. 

4. Kontribusi sumber daya fisik dan lingkungan (physical 
resources and environmental contribution), me1iputi 
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aktivitas-aktivitas yang berhubungan langsung de~ 
pencegahan pencemaran lingkungan (polusi), 8ePel1 
polusi udara, polusi air, polusi suara, konserv~ 
kelangkaan sumber daya, dan pembuangan sisa ~ 
p~. \ 

Ber~~arkan keemp~t are.a di atas, ~AA ~0mrnittel 
mendefinisikan akuntanSl sosml sebagru berikut: " 

Akuntansi sosial merupakan identifikas·j 
pengukuran, pemonitoran, dan pelaporan damp~ 
dampak sosial dan ekonomis dari suatu institusi kep 
masyarakat. Hal terse but berkaitan dengan tuju<IJj 
manajerial secara internal dan tujuan akuntabili~ 
eksternal serta pertumbuhan terhadap perubahannilai­
nilai yang menuntun masyarakat kepada pendefinisian 
kembali ide tanggungjawab sosial perusahaan. 

Sedangkan menurut AAA Committee on Accounting 
for Social Performance, akuntansi sosial meliputi: 
akuntansi dan evaluasi dampak program 
pertanggungjawaban sosial perusahaan, akuntansi 
sumber daya manusia, pengukuran biaya so sial, 
mengukur dampak perusahaan secara keseluruhan 
te-.rhadap ruasyarakat, pelaporan. sosial dan akuntansi 
untuk programpublik (pemerintah) 

MenurutAAA (1975) dalam laporan dari Committee 
. on Social Costs, menyatakan bahwa ada tiga level 
; pengukuran yang termasuk dalam pengembangan 
akuntansi sosial (Mathews, 1994: 60), yaitu: " 

Level I, merupakan aktivitas yang dapat: 
diidentifikasi dan dijelaskan, misalnya identifIkasi'] 
mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadiny(; 
polusi. " 

(:! 

Level II, merupakan aktivitas yang diukur dengan1 
menggunakan unit non moneter. Material yang,} 
menyebabkan polusi diukur tingkat pencemarannya, '1 
waktu pencemaran, dan kepatuhan terhadap standar;', 
yangada1 • Level III, merupakan aktivitas yang dilakukan J 
untuk menilai dampak pencemaran. Pengukuran J 
tersebut dikonversi ke dalam perkiraan finansial atas ~ 

I 

ANTISIPASI / Volume 8 No. I Talmo 2004 



ISSN: 1410-5055 

biaya dan manfaat pada semua stakeholder, shareholder, 
maupun pihak publik secara umum. 

Para peneliti pada urn umnya mengakui bahwa 
kineIja so sial perusahaan multidimensional. Menurut 
Griffin & Mahon (1997: 15), secara konseptual kinerja 
sosial perusahaan dibedakan menjadi dua dimensi, 
yaitu: (1) people dimension, yang meliputi masyarakat, 
perempuan, minoritas, dan hu bungan pekerja; (2) product 
quality dimension, yang meliputi kualitas produk dan 
lingkungan. 

4. PENGUKURAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN 

Pe1aporan sosial perusahaan yang semakin populer 
dan keinginan organisasi untuk mengetahui pandangan 
stakeholder mengenai kinerja sosial perusahaan, 
menimbulkan dua kemungkinan sebagai berikut (Swift, 
Owen and Humphrey, 2001): 

1. Para stakehoder tertarik pada perilaku perusahaan, yang 
mengubah perilakunya dari penekanan utama 
manajerial menjadi perilaku yang kolaboratif. 

2_ Ke beradaan infrastruktur dari sistem informasi 
manajemen merupakan tiang penyangga dari 
keseluruhan proses pelaporan dan penyediaan informasi 
di batik pembuatan keputusan organisasional. 

Paradigma yang benar mengenai kinerja sosial 
tergantung pada struktur organisasi dan motivasi untuk 
berinteraksi dengan para stakeholder, namun pelaporan sosial 
juga harus efektif dan direncanakan. Sistem akuntansi sosial 
mengidentifikasi dan mengukur kinerja sosial,jika organisasi 
kemudian memilih untuk mengungkapkan informasi 
terse but untuk kepentingan transparansi dan keterbukaan, 
manajemen harus yakin bahwa informasi terse but benar 
(Swift, Owen, and Humphrey, 2001) 

Sistem informasi yang reliabel mengurangi risiko 
pelaporan informasi yang tidak akurat yang dapat 
mengahancurkan reputasi perusahaan. 8anyak perusahaan 
yang mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
stakeholder, namun tidak semuanya memilih untuk 
mengungkapkannya. 
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lfenwut penelitian yang dilakukan Swift, Owen, anQ 
Humpltrey (2001), alat akuntansi manajemen yang Paling 
popu1n yang digunakan oleh perusahaan untuk pelapor<I.!J 
sosial adalah balanced scorecard, dengan persentaSt 
menccpai 96%. Balanced scorecard merupakan alat akuntansi 
manajnnen yang komprehensif. yang mampu menjawab 
kebutuhan stakeholder (pelanggan, masyarakat, karyawatlj 
maupun perusahaan itu sendiri. Oari perspektif yang ada. 
dirumuskan tujuan perusahaan. kemudian ditentuk~ 
ukuran-ukurannya. Untuk menerapkan balanced scorecard 
dihutuhkan juga keahlian yang memadai. selain itu yang 
tidak kalah penting adalah keterlibatan stakeholder itu 
sendiri dalam m.enghasilkan pelaporan kirterja sosia} 
perusahaan. sehingga tujuan perusahaan-untuk 
menghasilkan laporan tentang aktivitas sO$iaI yang 
transparnn danakuntabel dapat terwujud. 

5. TUJUANDAN ALASAN PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL 
PERUSUIAAN 

Menurut Gray, Owen and Maunders (1988), ~uan 
pengun&kapan kinerja sosial perusahaan adalah: 

1. Untak: meningkatkan image perusahaan. 

2. UntDk melaksanakan akuntabilitas suatu organisasi, 
deIl§lD asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara 
orgarisasi dan masyarakat. 

3. Untuk memberikan informasi kepada investor. 

Sedangkan alasan perusahaan melakukan 
pengulruran. dan pengungkapan kinerja sosial antara lain 
(Zadek,1998:1426): 

1. Untuk m.emahami apakah perusahaan telah mencoba 
memapai ldneIja sosial terbaik sesuai yang diharapkan. 

2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan 
dalam m.eningkatkan kinerja so sial. 

3. Untuk m.emahami implikasi dari apa yang dilakukan 
perusahaan terse but. 

4. Untuk m.emahami apakah praktik yang dilakukan 
perusahaan untuk meningkatkan kinerja sosial tidak ' 
merugikan kineIja bisnisnya. 
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6. KLASIFIKASI PENGUNGKAPAN INFORMASI SO SIAL 
PERUSAHAAN 

Menurut Zeghal dan Ahmed (1990:43), informasi­
informasi sosial yang diU!1gkapkan dalam pelaporan sosial 
perusahaan antara lain adalah: 

1. Lingkungan, meliputi: pengendalian polusi dalam 
operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan 
lingkungan yang berkaitan dengan pemrosesan sumber 
daya alam, konservasi sumber daya alam. dan 
pengungkapan lain yang berhubungan dengan 
lingkungan. 

2. Energi, meliputi: konservasi energi dalam operasi 
bisnis, produk-produk dengan efisiensi energi, 
pengungkapan yang berhubungan dengan energi yang 
lain. 

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi: memperkerjakan 
kelompok minoritas dan perempuan. kemajuan 
kelompok minoritas dan perempuan, memperkerjakan 
kelompok kepentingan khusus yang lain. mendukung 
bisnis kelompok minoritas, praktik -praktik luar negeri 
yang bertanggungjawab secara sosial, pernyataan.lai n­
mengenai prcilctik bisnis yang wajar. 

4. Sumber daya,manusia, meliputi: kesehatan dan. 
keamanan karyawan, pelatihan karyawan,' 
pengungkapan lain mengenai sumber daya manusia 

5. Keterlibatan masyarakat. meliputi: aktivitas 
masyarakat. aktivitas yang berhubungan dengan 
kesehatan, pendidikan dan seni dan pengungkapan 
aktivitas masyarakat yang lain. 

6. Produk. meliputi: keamanan produk. pengurangan 
polusi akibat penggunaan produk. dan pengungkapan 
lain yang berkaitan dengan produk. 

7. Pengungkapan pertanggungjawaban so sial yang lain. 

Pengungkapan sosial dalam. arti luas meliputi 
hubungan antara perusahaan dengan stakeholder (seperti 
investor, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, 
pemerintah dan masyarakat). Dalam arti sempit, 
pengungkapan sosial dikategorikan sebagai penyediaan data 
terhadap lingkungan fisik (polusi); hubungan dengan 
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konsumen; sumber daya manusia (kesempatan keIja Yang 
sama); keterlibatan masyarakat; konservasi energi' 
kesehatan dan keamanan peketja dan keamanan prod~ 
(Epsteir and Freedman, 1994:96) 

Oi Jepang, pengungkapan informasi sosiaI 
dikelompokkan menjadi lima, yai tu ('I' amagami and Kokubu 

. , 
1991:34-35): lingkungan, keterlibatan masyarakat , 
hubungan karyawan, penelitian dan pengemhangan, dan 
keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas intemasional. 

Oi Eropa Barat, laporan pertanggungjawaban sosia} 
perusahaan berisi informasi mengenai (Moir, 2001): tempat 
keIja, pangsa pasar, lingkungan, mas'Jarakat, etika dan hak . . 
asasl manUSla. 

7. KARAKTERISTIK PERUSAHAAN VS PENGUlfGKAPAN 
INFORMASI SO SIAL PERUSAHAAN 

76 

Beberapa karakteristik perusahaan yang berpengaruh 
terhadap pengungkapan informasi sosial antara lain 
(Hackstone and Milne,1996:81-83) 

1. Ukuran perusahaan. Perusahaan yang semakin besar 
akan melakukan aktivitas yangsemakin bauyak, 
akibatnya dampak aktivitas tersebut pada masyarakat . 
juga lebih luas. Oengan semakin luasnya dampak . 
aktivitas perusahaan kepada masyarakat. maka , 
semakin 'banyak pula shareholder yang menaruh , 
perhatian pada program-program sosial yang ~ 
dikomunikasikan dalam laporan tahunan. Davey (1982) .~ 
dan Ng (1985) gaga! mendukung hipotesis tersebut. ~ 

2. Lingkup industri. Industri merupakan faktor yang secara ~ 
potensial mempengaruhi praktik pengungkapan"i 
informasi sosial perusahaan. Menurut Diekers and 1 
Preston (1977), perusahaan yang memiliki aktivitasl 
ekonomi, seperti industri ekstraktif (pertambangan), i 
lebih menyukai mengungkapkan informasi tentang 
dampak lingkungan dibandingkan perusahaan yang . 
lain. Perusahaan yang berorientasi pelanggan 
diharapkan memiliki perhatian yang lebih besar dalam', 
menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada'., 
masyarakat dalam rangka meningkatkan image ' 
perusahaan dan menaikkan penjualan (Cowen, 1987). ' 
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Menurut Patten (1991), industri berpengaruh terhadap 
visibilitas secara politik, dan akan memacu 
pengungkapan mengenai tekanan maupun kritik-kritik 
sosial. Sehingga ada hubungan positif antara klasifikasi 
industri dan pengungkapaninformasi sosial. Kelly (1981), 
yang melakukan studi di Australia, menemukan bahwa 
perusahaan industri primer dan sekunder cenderung 
mengungkapkan informasi lingkungan dan energi lebih 
besar dibandingkan perusahaan tersier. N amun hal 
terse but berIaku berlawanan untuk informasi yang 
berkaitan dengan interaksi masyarakat. Sedangkan 
Cowen (1987), yang melakukan studi di Amerika Serikat, 
menemukan bahwa kategori industri mempengaruhi 
pengungkapan tentang energi dan keterlibatan 
masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Patten (1991) 
dan Roberts (1992) yang menemukan hubungan positif 
antara industri berprofil tinggi dengan jumlah 
pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. 
Sedangkan Davey (1982) dan Ng (1985) gagal 
menemukan hubungan antara tipe industri dan 
pengungkapan sosial perusahaan pada perusahaan­
perusahaandi New Zealand.-

3. Kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Hubungan 
antara pengungkapan informasi sosial perusahaan dan 
profitabilitas t'elah dipostulatkan merefleksikan 
pandangan bahWa. respon sosial merupakan salah satu 
hal yang penting untuk meningkatkan laba perusahaan 
(Bowmar.l and Haire, 1976). Pengungkapan sosial 
perusahaan dipercaya dapat merefleksikan aktivitas 
sosial perusahaan. dan merupakan pendekatan 
manajemenyang adaptifyang sesuai dengan dinamika, 
lingkungan multiclimensional dan kemampuan untuk 
menemukan tekanan sosial dan respon atas kebutuhan 
sosial (Hackstone and Milne, 1996:82). Studi empiris 
mengenai hubungan antara pengungkapan sosial 
perusahaan dan profitabilitas membuahkan hasil yang 
beraneka ragam. Bowmann and Haire (1976), Preston 
(1978) dan Robert (1992) menemukan hubungan positif 
antara keduanya. Sedangkan Cowen (1987), Patten 
(1991), Davey (1982), dan Ng (1985) gaga! menemukan 
hubungan antara keduanya. Sementara Belkaoui and 
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Karpik (1989) menemukan teIjadinyakonilik hubungan 
yang sulit diitlterpretasikan. 

4. Pengaruh dati negara Andrew (1989) melaporkan bahWa 
negara mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan 
sosial perusahaan, meskipun sulit untuk menilai 
reliabilitas dari hasil tersebut. Sejak studi terse but 
dilakukan di perusahaan-perusahaan New Zealand 

• pengaruh negara pada pengungkapan informasi sosial 
perusahaan belum diteliti lagi. 

8. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSA1f 
PERUSAHAAN UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMAsI 
SOSIAL 

78 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi 
sosial adalah (Belkaouiand Karpik, 1989:38-40): 

1. Rasional umum. Pengeluaranyang bersifat spesifik: dan 
material merupakan hal yang penting dalam mencapai 
tujuan kineIja sosial. Pengeluaran tersebut juga akan 
megurangi laba bersih. Pembentukan image dan 
perhatian terhadap kepentingan pubhkakan 
mempellgaruhi keputusan untuk mengungkapkan 
informasi sosial. KineIja sosial memjJiki dampak yang' 
material terhadap laba bersih yang dilaporkan pada 
periode sekarang dan varulbel-variabel keuangan kuncL 
yang dibatasi peIjanjian kontraktual. Sebingga secara~ 
rasional, keputusan untuk mengungkapkan informasi.~' 

.{/ 

sosial searab dengan penurunan laba bersih yangj 
dilaporkan, yang merupakan hasil dari pengeluaranl 
kineIja sosial. Perusabaan dengan biaya pengontrakan 1 
dan pemonitoranyang lebih rendah, dan wawasan yand 
Iuas akan Iebih banyak mengungkapkan informasil 
sosial. Pengeluaran untuk kineIja sosial akan teIjadil 
jika perusahaan memjliki sumber daya memadai dan , 
kineIja ekonomis yang baik, sehingga keputusan untuk 
mengungkapkan informasi sosialjuga berkore1asi positif. 
dengan kinerja ekonomis atau profitabilitas. Dari studi . 
yang dilakukan Belkaoui and Karpik ditemukan bahwa~ 
keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial ~ 
berkorelasi positif dengan kinerja sosial, kinerjaj 
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ekonomis dan wawasan perusahan, dan berkorelasi 
negatif dengan biaya pengontrakan dan pemonitoran. 

2. KineIja sosial. Mengukur kineIja so sial adalah hal yang 
sulit, karena berhubungan dengan isu keefektifan 
organisasi. Kinerja sosial organisasi tidak dapat 
dibedakan dengan keefektifan organisasi. (Strand, 
1983:90). KineIja sosial dapat didefinisikan sebagai 
kesepakatan antara organisasi dengan ke butuhan, 
harapan, dan permintaan pihak eksternal yang 
berhubungan secara langsung dengan produk atau pasar 
perusahaan. (Ullmann, 1985). 

3. Variabel keuangan. PeIjanjian yang dibatasi, termasuk 
di dalamya perjanjian utang akan mengurangi 
kemampuan manajemen dalam menciptakan transfer 
kesejahteraan antara shareholders dengan bondholders 
(Jensen and Meckling, 1976; Smith and Warner, 1979). 
Batasan-batasan umum terrnasuk di dalamnyajinancial 
leverage (rasio utangjangka panjang pada total aset) dan 
tingkat pembayaran (deviden untuk laba ditahan yang 
tidak dibatasi yang tersedia secara maksimum). 
Keputusan untuk mengungkap informasi sosial sama 
dengan keputusan melakukan pengeluaran untuk 
kineIja sosial, dan hal terse but mengurangi earnings. 

4. Kebijakan yang diambil. Kebijakan yang diambil oleh 
perusahaan pada umumnya dikritisi oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan atas dasar jumlab yang dilaporkan. 
Perusahaan dapat memilih teknik akuntansi dan 
tindakan-tindakan untuk mengurangi laba yang 
dilaporkan dan memilih atau mengurangi pandangan 
politik. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan 
biasanya teIjadi pada perusahaan yang berukuran besar, 
-dan memiliki intensitas modal yang besar pula, sehingga 
risiko pasar sistematik relatif tinggi. Ke bijakan yang 
diambil oleh perusahaan juga merupakan respon atas 
permintaan aktivis-aktivis sosial. 

5. Kinerja ekonomis. Hubungan antara pengungkapan 
sosial, kineIja sosial, dan kineIja ekonomis merupakan 
ekspresi terbaik dari pandangan bahwa kebutuhan akan 
respon sosial manajemen sarna dengan kebutuban akan 
keahlian superior yang akan menjadikan perusahaan 
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profitable. Menurut Alexander and Buchholz (1978:479) 
« Kesadaran dan perhatian manajemen terhadap 
masalah-masalah sosial juga diperlukan dalClttl 
meningkatkan kineIja keuangan, sehingga investasi 
perusahaan menjadi menarik". Perusahaan YClll( 
mengungkapkan informasi sosial cenderung memiliki 
tingkat pengembalian dan pengembalian harga sahClJn 
diferensial yang lebih besar. 

9. MEDIA DAN FORMAT PENGUNGKAPAN INFORMASI 
SOSlALPERUSAHAAN 

Media pengungkapan informasi sosial perusahaan 
secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
(Yamagami and Kokubu, 1991): laporan mandatorijWajib dan 
1aporan sukarela, meliputi: laporan operasi, laporan 
tahunan, dan 1aporan hubungan kemasyarakatan. 

Di Jepang, sebagian besar infonnasi sosial perusahaan 
diungkapkan pada laporan hubungan kemasyarakatan. 

Sedangkan format pengungkapan informasi sosial 
perusahaan dibedakan menjadi dua kelomopk, yaitu: 
pengungkapan yang bersifatkualitat:it: biasanya bersifat deskriptif 
dan positif dan dilakukaI1 oleh sebagian besar perusahaan dan 
pengungkapan yang bersifat kuantitatif, biasanya disajikan 
dengan perbitungan secara moneter dan statistik. 

10. LOKASI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN 
JUMLAH HALAMAN DALAM LAPORAN TAHUNAN 

80 

Ada empat lokasi dalam laporan tahunan yang dipakai 
untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan, yaitu: . 
laporan direktur, catatan dalam laporan tahunan, bagian 
terpisah dari laporan tahunan, dan 1aporan nilai tambah, . 
termasuk bagian laporan tahunan, yaitu laporan rugi laba· 
yang dimod;fikasi. Biasanya dibuat jika pengungkapan yang. 
ada kurang cukup dan sulit dipahami. 

Total halaman yang diperlukan untuk mengungkapkan . 
masalah-masalah sosial dalam laporan tahunan biasanya 
kurang dari setengah halaman, dan hanya sedikit sekali 
perusahaan yang memerlukan Ie bih dari satu halaman 
untuk mengungkapkan masalah-masalah sosial 
perusahaan. 
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11. KENDA~A DALAM PENGUNGKAPAN K1NERJA SOSIAL 
PERUSAHAAN 

Pengungkapan kinerja sosial perusahaan dalam laporan 
tahunan telah dilakukan oleh negata-negara maju, sepe:rti 
Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia 
Baru, J epang, Singapura dan Malaysia, namun belum banyak 
dilakukan oleh negara-negara berkembang. Be berapa kendala 
yang dihadapi perusahaan, khususnya bagi negara-negara 
berkembang dalam melakukan pengungkapan kinetja sosial 
antara lain: (S hiraz , 1998:58-59) 

1. Belum terdapat peraturan atau stan dar baku yang 
mengatur mengenai pengungkapan kinerja sosial, 
ke banyakan masih bersifat sukarela. 

2. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki para akuntan 
yang kompeten di bidang akuntansi so sial , meskipun 
dalam hal ini dituntut juga adanya keIja sama dengan 
para ahli dari bidang lain, seperti hukum, teknik, 
maupun sosiologi. 

3. Perusahaan enggan mengeluarkan biaya tambahan 
yang tidak sedilcit untuk menyusun laporan mengenai 
kineIja sosialnya, apalagi jika mereka beranggapafi--­
bahwa image mereka akan tetap baik meskipun mereka 
tidak memberikan laporan m~ngenai kineIja ~sia1nya 

4. Kurangnya perhatian pemerintah negara-negara 
berkembang terhadap masalah sosial dan lingkungan 
karena tidak adanya atau kurangnya dana untuk 
masalah terse but, sementara itu dukungan dari negara 
donor maupun institusi keuangan internasional (seperti 
World Bank dan IMF) relatifbelum mencukupi. 

5. Pembuatan laporan sosial memerlukan waktu yang 
banyak, sehingga seringkali hal terse but menyebabkan 
tertundanya penerbitan laporan tahunan. 

'12. PENUTUP 

Hubungan antara akuntabilitas dan akuntansi sosial 
i telah didiskusikan secara luas. Hal terse but berkaitan 

dengan hubungan antara kelompok, individu, organisasi, 
. dan hak-hak untuk mendapatkan informasi (Gray, Dey, dkk, 
1997:334). Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa 

ANTISIPASI / Volume 8 No. I Tahun 2004 81 



rSSN: 14 10-5055 

akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 
1aporan atas tindakan yang dilakukan seseorang at~ 
tanggung jawab yang yang diembannya. (Gray, Dey, dkk, 
19'97:334). Sifat hubungan serta hak-hak untuk 
mendapatkan informasi. termasuk informasi mengenai 
kineIja sosial perusahaan ditentukan oleh masyarakatyClIlg 
terlibat di dalamnya , 

Berdasarkan asumsi terdapat kontrak sosial antara 
perusahaan dengan masyarakat dan untuk: meningkatkan 
image dan reputasi, serta sebagai usaha menjaga 
ke1angsungan bidup perusahaan di masyarakat, sudah 
sewajarnya perusahaan mengungkapkan kineIja sosialnya 
kepada masyarakat, sebagai wujud pertahggun~awaban 
perusahaan kepada masyarakat. Meskipun banyak kendala 
yang akan dLl-tadapi, hal ters!!but tidak sebanding dengan 
manfaat yang akan dipetik oleh perusahaan di masa yang 
akan datang . Hal yang terpenting adalah ada kesadaran 
dan usaha, sesuai kapasitas masing-masing perusahaan 
untuk melakukan perbaikan terus menerus demi 
kesejahteraan masyarakat. 
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